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TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Menimbang

Mengingat

DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK,

a. Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Individu Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

9. Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor .... Tahun
2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Individu Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Gresik
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan
sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 — 2029

Dengan Berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini maka
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor :
058/319/437.62/2024 tentang Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Kabupaten Gresik

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

${ttd_pengirim}

dr. UMMI KHOIROH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 058/

/437.62/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2025-2026 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Tugas

Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

: Memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang sosial.

.a.

penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan

urusan di bidang sosial;

. penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan
pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman
normas standar prosedur dan kreteria dalam pelaksanaan
urusan di bidang sosial;

pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu
yang bergerak di bidang program penanganan masalah
sosial;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode

Indikator Kinerja Utama

S.1

Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh

kelompok rentan

[LK.S.1.1

Rasio Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan




Rasio perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah
perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan
dibanding 40% jumlah penduduk, dimana 40% jumlah
penduduk tersebut merupakan angka maksimal dari

DTKS/DTSEN.

Kelompok rentan secara implisit dapat dijabarkan
menggunakan konsep Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) Kementerian Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 (Permensos No.5 2019) menjelaskan
PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya.

Tujuan perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah
untuk meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi

seluruh kelompok rentan.

Rasio perlindungan sosial untuk kelompok rentan dihitung
dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator

rata-rata sebesar 0-1 poin per tahun dengan satuan angka.

Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten
Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang
indikator sasaran “Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh

Keluarga Miskin”.

Pengukuran rasio perlindungan sosial dilaksanakan secara
periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan

dapat ditetapkan.

Sumber Data

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / DTSEN

S.2 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan
perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan
dan marginal

LK.S.2.1 Rasio keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan

sosial sektoral

Rasio keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan

sosial sektoral adalah bantuan modal usaha bagi keluarga




yang sudah tergraduasi/keluarga rentan miskin yang sudah

memiliki embrio usaha.

Tujuan perlindungan sosial sektoral keluarga miskin adalah
untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta
penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi

kelompok rentan dan marginal.

Rasio perlindungan sosial sektoral keluarga miskin dihitung
dengan membandingkan jumlah keluarga miskin yang
mendapatkan bantuan modal usaha dibandingkan dengan

keluarga rentan yang tergraduasi.

Rasio perlindungan sosial sektoral keluarga miskin dihitung
dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator

rata-rata sebesar 0-1 poin per tahun dengan satuan angka.

Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten
Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang
indikator sasaran “Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh

Keluarga Miskin”.

Pengukuran rasio perlindungan sosial keluarga miskin
dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali

sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.

Sumber Data

Gresik Soya; DTKS/DTSEN; Data bantuan modal usaha

keluarga miskin

[LK.S.2.2

Rasio penyandang disabilitas yang mendapat Program

Perlindungan Sosial

Rasio penyandang disabilitas yang mendapat Program
Perlindungan Sosial adalah penyandang disabilitas yang
mendapatkan Program Perlindungan Sosial baik berupa
bantuan sosial (uang dan barang) serta jaminan kesehatan
dan ketenagakerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan
dasar, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan.

Tujuan program perlindungan sosial untuk disabilitas adalah
untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta
penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi

kelompok rentan dan marginal.




Rasio perlindungan sosial untuk disabilitas dihitung dengan
membandingkan jumlah penyandang disabilitas yang
mendapat program perlindungan sosial dibandingkan dengan

jumlah disabilitas.

Rasio perlindungan sosial untuk disabilitas dihitung dalam
rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator rata-rata

sebesar 0-1 poin per tahun dengan satuan angka.

Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten
Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang
indikator sasaran “Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh

Keluarga Miskin”.

Pengukuran rasio perlindungan sosial untuk disabilitas
dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali

sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.

Sumber Data

Gresik Soya; DTSEN/DTKS; Data Disabilitas; Data lainnya

yang memuat program perlindungan sosial bagi disabilitas

[.LK.S.2.3

Rasio Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan

Sosial

Rasio lansia miskin yang mendapat Program Perlindungan
Sosial adalah lansia miskin yang mendapatkan Program
Perlindungan Sosial baik berupa bantuan sosial (uang dan
barang) serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan agar
dapat mencukupi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan program perlindungan sosial untuk lansia miskin
adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat
serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi

kelompok rentan dan marginal.

Rasio perlindungan sosial untuk lansia miskin dihitung
dengan membandingkan jumlah lansia miskin yang
mendapatkan program perlindungan sosial dibandingkan

dengan jumlah lansia dalam DTKS/DTSEN.

Rasio perlindungan sosial untuk lansia miskin dihitung
dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator

rata-rata sebesar 0-1 poin per tahun dengan satuan angka.




Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten
Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang
indikator sasaran “Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh

Keluarga Miskin”.

Pengukuran rasio perlindungan sosial untuk lansia miskin
dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali

sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.

Sumber Data

DTKS / DTSEN ; Gresik Soya

S.3

Mewujudkan pengurangan ketimpangan

[.LK.S.3.1

Rasio Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk

Rasio ini membandingkan jumlah Desil 1-2 DTKS/DTSEN
dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa
Desil 1 DTSEN termasuk kategori miskin ekstrim, sedangkan

Desil 2 DTSEN termasuk kategori miskin dan rentan miskin.

Tujuan menghitung rasio ini adalah untuk mewujudkan

pengurangan ketimpangan kemiskinan.

Rasio ini dihitung dalam rentang 0-100, dengan peningkatan
skor indikator rata-rata sebesar 0-1 poin per tahun dengan

satuan angka.

Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten
Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang
indikator sasaran “Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh

Keluarga Miskin”.

Pengukuran rasio ini dilaksanakan secara periodik setiap
satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat

ditetapkan.

Sumber Data

DTSEN; BPS




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL
TAHUN 2021-2026

No. Rencana Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Sumber Data

Jabatan:  Plt. KEPALA SEKRETARIAT ( Struktural )

Jabatan: KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL ( Struktural )

Tugas: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial; 2. Pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial; 3. Pelaksanaan koordinasi dengan para pihak
dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial; 4. Perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial; 5. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitas sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia,
pelayanan tuna sosial dan korban napza; 6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitas sosial; 7. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; 8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
pemulihan dan pengembangan rehabilitas sosial; 9. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

1 Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia ~ Persentase rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar yang tertangani Jumlah Rehabilitasi Penyandang disabel, anak ~ Laporan Kegiatan
terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial terlantar dan lansia yang tertangani / Jumlah
PMKS
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang direhabilitasi Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak Laporan Kegiatan
terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis yang direhabilitasi
Nilai Kabupaten Layak Lansia Nilai Kabupaten Layak Lansia Form Penilaian Kabupaten Layak
Lansia
2 Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani Jumlah Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng Laporan Kegiatan
lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani / Jumlah PMKS
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Laporan Kegiatan
Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS
dan NAPZA yang direhabilitasi

Jabatan: KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ( Struktural )

Tugas: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Fungsi: 1. Penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial; 2. Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah
sosial; 3. Pengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial; 4. Pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial; 5.
Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial; 6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial; 7. Pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial ; 9. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

1 Terlaksananya pemeliharaan anak-anak terlantar Persentase panti asuhan yang terpelihara Jumlah Panti Asuhan yang terpelihara / Jumlah  Laporan Kegiatan
Panti Asuhan
2 Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementrian Sosial Jumlah pengelolaan data / Jumlah data Data DTKS
Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang dipadankan dengan data DTKS Jumlah data P3KE yang dipadankan dengan Data P3KE
data DTKS / Jumlah data DTKS
3 Tertanganinya korban bencana alam dan sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial Jumlah korban bencana alam dan sosial yang Laporan Kegiatan Penanganan
mendapatkan permakanan dan dukungan Bencana
psikososial / Jumlah korban bencana alam dan
sosial
Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan Jumlah keluarga rentan yang mendapatkan Laporan Kegiatan Penanganan
penanganan / Jumlah keluarga rentan Kelompok Rentan
4 Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Persentase Tagana yang terbina Jumlah Tagana yang dibina / Jumlah Tagana Laporan Kegiatan
kabupaten
Persentase Tagana yang difasilitasi Jumlah Tagana yang difasilitasi / Jumlah Laporan Kegiatan
Tagana
Jabatan: KEPALA DINAS SOSIAL ( Struktural )

Tugas:

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.



No. Rencana Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Sumber Data

Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial; 2. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; 3. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial; 4.

Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman normas standar prosedur dan kreteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial; 5. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial; 6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1 Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Jumlah Penanganan PPKS / Jumlah PPKS) x Data PPKS di Kab. Gresik
100%
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Indeks Nilai IKM Pelayanan Laporan Hasil Survei IKM
Kesejahteraan Sosial
Jabatan: KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL ( Struktural )
1 Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten Persentase PSKS yang terbina Jumlah PSKS yang terbina / Jumlah PSKS Laporan Kegiatan
yang ada
Jumlah PSKS yang difasilitasi Jumlah PSKS yang difasilitasi Data PSKS
2 Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten Persentase TMP yang terpelihara Jumlah TMP yang dipelihara / Jumlah TMP Laporan Kegiatan
Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi Laporan Kegiatan
Jabatan: KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN ( Struktural )
1 Terlaksananya pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelayanan administrasi Laporan Kegiatan
umum, kepegawaian dan ketatausahaan yang
dilaksanakan
2 Terlaksananya pengelolaan tertib arsip perkantoran, kepegawaian dan kearsipan Jumlah kegiatan pengelolaan tertib arsip perkantoran, kepegawaian dan kearsipan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pengelolaan tertib arsip Laporan Kegiatan
perkantoran, kepegawaian dan kearsipan yang
dilaksanakan
3 Tersusunnya agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan Jumlah kegiatan penyusunan agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penyusunan agenda kegiatan ~ Daftar Agenda Kegiatan
pimpinan dan keprotokolan yang dilaksanakan
4 Terlaksananya urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana dan Jumlah kegiatan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor yang dilaksanakan Jumlah kegiatan urusan rumah tangga, Laporan Kegiatan
prasarana kantor keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana
dan prasarana kantor yang dilaksanakan
5 Terlaksananya pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan perjalanan Jumlah dokumen pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan yang disusun Jumlah dokumen pengelolaan administrasi Laporan Kegiatan
dinas pimpinan umum, kepegawaian, dan keuangan dan
perjalanan dinas pimpinan yang disusun
6 Terlaksananya pengadaan, perawatan inventaris kantor Jumlah dokumen pengadaan, perawatan inventaris kantor yang disusun Jumlah dokumen pengadaan, perawatan Dokumen Pengadaan, Dokumen
inventaris kantor yang disusun Perawatan Inventaris Kantor
7 Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan Jumlah dokumen pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai yang disusun Jumlah dokumen pelayanan administrasi Laporan Kegiatan
kompetensi pegawai kepegawaian, disiplin pegawai dan
pengembangan kompetensi pegawai yang
disusun
8 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun Jumlah dokumen perencanaan dan laporan Dokumen Perencanaan, Laporan
daerah evaluasi kinerja yang disusun Evaluasi Kinerja
Jabatan: STAF PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ( JFU )
1 Terlaksananya penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau Laporan Kegiatan
kewenangan kabupaten
2 Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten yang didata Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten  Laporan Kegiatan
yang didata
3 Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin kabupaten Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten Jumlah keluarga yang mendapatkan Laporan Kegiatan
pengentasan fakir miskin kabupaten
4 Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Laporan Kegiatan

kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten

yang mendapatkan bantuan sosial
kesejahteraan keluarga kewenangan
kabupaten



Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Terpenuhinya orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat
(pengungsian) kewenangan kabupaten

Terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan
kabupaten

Terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan kabupaten

Terpenuhinya orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana kewenangan kabupaten

Terlaksananya pengumpulan data dan informasi untuk dianalisa menjadi bahan verivali dan
pemberian pelayanan bantuan sosial

Terlaksananya penelitian dan pengklasifikasian data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Terlaksananya analisa data yang telah terhimpun untuk dianalisa dengan metode yang tepat

Terlaksananya pemaparan hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah disusun

STAF PENATA LAYANAN OPERASIONAL ( JFU )

STAF OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL ( JFU )

STAF OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL ( JFU )

STAF OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL ( JFU )

STAF PELAKSANA/TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG ( JFU )

Terlaksananya identifikasi dan pegumpulan data/ dokumen BMN/D untuk penyusunan rencana

kebutuhan BMN/D pengadaan berupa selain tanah dan/atau bangunan

Terlaksananya identifikasi, pengumpulan, dan pemuktahiran data/dokumen untuk penyusunan
rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan

Terlaksananya penyusunan surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan
pemeliharaan beserta dokumen kelengkapannya

Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data/ dokumen untuk usulan penggunaan BMN/D

Terlaksananya penyusunan surat permohonan penggunaan BMN/D beserta dokumen
kelengkapannya

Terlaksananya penyusunan surat perjanjian penggunaan sementara BMN/D

Terlaksananya penyusunan berita acara serah terima penggunaan BMN/D

Indikator Kinerja Individu

Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten

Jumlah data dan informasi yang dikumpulkan

Jumlah data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diklasifikasikan dan diteliti

Jumlah data yang dianalisa

Jumlah hasil kesimpulan dan rekomendasi yang dipaparkan

Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan selain tanah dan/atau bangunan yang diidentifikasi dan dikumpulkan

Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan yang diidentifikasi, dikumpulkan, dan dimuktahirkan

Jumlah surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan serta dokumen kelengkapannya yang disusun

Jumlah usulan penggunaan BMN/D yang diidentifikasi dan dikumpulkan

Jumlah surat permohonan penggunaan BMN/D dan dokumen kelengkapannya yang disusun

Jumlah surat perjanjian penggunaan sementara BMN/D yang disusun

Jumlah berita acara serah terima penggunaan BMN/D yang disusun

Formulasi

Jumlah orang yang mendapatkan permakanan
3x1 hari dalam masa tanggap darurat
(pengungsian) kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan penanganan
khusus bagi kelompok rentan kewenangan
kabupaten

Jumlah korban bencana yang mendapatkan
layanan dukungan psikososial kewenangan
kabupaten

Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi,
sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana kewenangan kabupaten

Jumlah data dan informasi yang dikumpulkan

Jumlah data pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial yang diklasifikasikan dan diteliti

Jumlah data yang dianalisa

Jumlah hasil kesimpulan dan rekomendasi
yang dipaparkan

Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMN/D
pengadaan selain tanah dan/atau bangunan
yang diidentifikasi dan dikumpulkan

Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMN/D
pemeliharaan yang diidentifikasi, dikumpulkan,
dan dimuktahirkan

Jumlah surat usulan rencana kebutuhan
BMN/D pengadaan dan pemeliharaan serta
dokumen kelengkapannya yang disusun

Jumlah usulan penggunaan BMN/D yang
diidentifikasi dan dikumpulkan

Jumlah surat permohonan penggunaan BMN/D
dan dokumen kelengkapannya yang disusun

Jumlah surat perjanjian penggunaan
sementara BMN/D yang disusun

Jumlah berita acara serah terima penggunaan
BMN/D yang disusun

Sumber Data

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Daftar barang, data standar barang,
data standar kebutuhan

Daftar barang dan daftar hasil
pemeliharaan BMN/D

Daftar barang, daftar hasil
pemeliharaan BMN/D, data historis
pengadaan dan pemeliharaan
BMN/D sebelumnya

Laporan inventarisasi, laporan
penggunaan BMN/D, surat
pernyataan dari pengguna barang,
dokumen kepemilikan

Daftar BMN/D yang akan digunakan,
bukti kepemilikan

Data BMN/D yang digunakan
sementara, informasi pengguna
barang, jangka waktu penggunaan
sementara, dokumen keputusan
penetapan status penggunaan
BMN/D, surat permintaan
penggunaan sementara BMN

Dokumen keputusan penetapan
status penggunaan barang, surat
permintaan pengoperasian, surat
pernyataan dari pihak yang
mengoperasikan



No.

Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Terlaksananya penyusunan surat perjanjian penggunaan BMN/D untuk dioperasikan oleh pihak
lain

STAF PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( JFU )

Terlaksananya pengumpulan data berdasarkan permasalahan

Tersusunnya pola analisa yang tepat dengan metode pendekatan indikator penyandang masalah
sosial

Tersusunnya data untuk dilakukan tabulasi agar data dapat diverivali dan diolah sesuai dengan
metode yang telah ditentukan

Tersusunnya pengolahan dan analisis data

Terlaksananya penyusunan rekomendasi hasil analisis data untuk verivali

STAF PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ( JFU )
Terlaksananya rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas

Terlaksananya pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui jenis, metode dan teknik dalam melaksanakan tata kelola di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

Terpenuhinya bahan persiapan pelaksanaan kegiatan di bidangnya sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku

Terlaksananya kegiatan mengumpulkan dan memeriksa keabsahan data/informasi sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku

Terlaksananya kegiatan mengidentifikasi data/informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku

Terlaksananya kegiatan tata kelola bidang pemberdayaan perempuan dan pengendalian anak
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Terpenuhinya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja untuk bahan
evaluasi

Terpenuhinya kegiatan diklat pengembangan potensi untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku

STAF PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ( JFU )

Terlaksananya pengumpulkan dan pengklasifikasikan data dan informasi dari laporan capaian
kinerja individu

Terlaksananya telaah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan standar kinerja pegawai

Terlaksananya penyusunan aktivitas pegawai sebagai bahan pengukuran kinerja

Indikator Kinerja Individu

Jumlah surat perjanjian penggunaan BMN/D yang dioperasikan oleh pihak lain yang disusun

Jumlah data permasalahan yang terkumpul

Jumlah dokumen pola analisa yang sesuai dengan karakteristik data dan indikator penyandang masalah

Jumlah data yang telah ditelaah dan ditabulasi sesuai dengan metode yang ditentukan

Jumlah dokumen hasil pengolahan dan analisis data berdasarkan data yang telah diverivali

Jumlah dokumen rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis

Jumlah dokumen rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas

Jumlah pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan

Jumlah dokumen bahan persiapan pelaksanaan kegiatan di bidangnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan pemeriksaan keabsahan data/informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan identifikasi data/informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan kegiatan tata kelola bidang pemberdayaan perempuan dan pengendalian anak sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja untuk bahan evaluasi

Jumlah laporan diklat pengembangan potensi untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi dari laporan capaian kinerja individu

Jumlah telaah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan standar kinerja pegawai

Jumlah penyusunan aktivitas pegawai sebagai bahan pengukuran kinerja

Formulasi

Jumlah surat perjanjian penggunaan BMN/D
yang dioperasikan oleh pihak lain yang disusun

Jumlah data permasalahan yang terkumpul

Jumlah dokumen pola analisa yang sesuai
dengan karakteristik data dan indikator
penyandang masalah

Jumlah data yang telah ditelaah dan ditabulasi
sesuai dengan metode yang ditentukan

Jumlah dokumen hasil pengolahan dan analisis
data berdasarkan data yang telah diverivali

Jumlah dokumen rekomendasi yang disusun
berdasarkan hasil analisis

Jumlah dokumen rencana kerja sebagai dasar
pelaksanaan tugas

Jumlah pedoman dan petunjuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen bahan persiapan
pelaksanaan kegiatan di bidangnya sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan pemeriksaan keabsahan
data/informasi sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan identifikasi data/informasi
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku

Jumlah laporan kegiatan tata kelola bidang
pemberdayaan perempuan dan pengendalian
anak sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan rencana kerja untuk bahan evaluasi

Jumlah laporan diklat pengembangan potensi
untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku

Jumlah pengumpulan dan pengklasifikasian
data dan informasi dari laporan capaian kinerja
individu

Jumlah telaah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
sesuai dengan standar kinerja pegawai

Jumlah penyusunan aktivitas pegawai sebagai
bahan pengukuran kinerja

Sumber Data

Dokumen penetapan status
penggunaan barang, data BMN/D,
identitas pihak lain yang akan
mengoperasikan, jangka waktu
penggunaan BMN/D, surat
permintaan pengoperasian dari pihak
lain yang akan menggunakan
BMN/D.

Laporan hasil pengumpulan data,
formulir survei, daftar permasalahan

Dokumen rancangan metode
analisis, notulen rapat, pedoman
indikator penyandang masalah

Data mentah hasil survei, hasil
verivali lapangan, tabel tabulasi awal

Laporan analisis data, file olahan
data

Dokumen rekomendasi, laporan hasil
analisis

Rencana Kegiatan / RKA

SOP

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan monev

Laporan kegiatan (sertifikat)

Laporan Capaian Kinerja Individu

SKP

Laporan Capaian Kinerja Individu



Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Terlaksananya pengelolaan sistem penilaian kinerja pegawai sesuai dengan prosedur yang
berlaku

Terlaksananya penyusunan draf laporan kinerja unit kerja sesuai dengan hasil analisis dan
prosedur

Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

STAF OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL ( JFU )

Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu
di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan

baik

Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan peralatan mobil dinas secara berkala

sesuai standar

Terlaksananya perawatan kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar

kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih

Terlaksananya pengemudian kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku untuk melayani kebutuhan kedinasan

Terlaksananya perbaikan kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi kembali

Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan
STAF PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( JFU )

Pengumpulan data dan informasi untuk dianalisa menjadi bahan analisa Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial

Penelitian dan pengklasifikasian data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Analisa data yang telah terhimpun untuk dianalisa dengan metode yang tepat

Pemaparan hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah disusun

Pengadministrasian keuangan

Pencatatan penatausahaan keuangan

STAF PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ( JFU )

Terlaksananya pengajuan permintaan pembayaran SPP UP

Terlaksananya pengambilan uang dan penyimpanan uang persediaan

Terlaksananya pembayaran ganti uang persediaan sesuai pengajuan dari bidang-bidang

Terlaksananya input semua transaksi ke dalam Buku Kas Umum

Terlaksananya verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kelengkapannya

STAF PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ( JFU )

Terlaksananya pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental dan fisik

Indikator Kinerja Individu

Jumlah pengelolaan sistem penilaian kinerja pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku

Jumlah penyusunan draf laporan kinerja unit kerja sesuai dengan hasil analisis dan prosedur

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

Jumlah kegiatan pemeriksaan kelengkapan kendaraan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan peralatan mobil dinas yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan perawatan kendaraan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan perbaikan kerusakan kecil kendaraan yang dilaksanakan

Jumlah laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban yang disusun

Jumlah data dan informasi yang dikumpulkan

Jumlah data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diklasifikasikan dan diteliti

Jumlah data yang dianalisa

Jumlah hasil kesimpulan dan rekomendasi yang dipaparkan

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang ditangani

Jumlah pencatatan transaksi dan penatausahaan keuangan yang dilakukan

Jumlah dokumen pengajuan permintaan pembayaran SPP UP yang disusun

Jumlah dokumen pengambilan uang dan penyimpanan uang persediaan

Jumlah dokumen pembayaran ganti uang persediaan sesuai pengajuan dari bidang-bidang

Jumlah dokumen transaksi yang diinput

Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi

Jumlah dokumen pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental dan fisik yang disusun

Formulasi

Jumlah pengelolaan sistem penilaian kinerja
pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku

Jumlah penyusunan draf laporan kinerja unit
kerja sesuai dengan hasil analisis dan prosedur

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku

Jumlah kegiatan pemeriksaan kelengkapan
kendaraan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan pemeriksaan kelengkapan
dan kelayakan peralatan mobil dinas yang
dilaksanakan

Jumlah kegiatan perawatan kendaraan yang
dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan perbaikan kerusakan kecil
kendaraan yang dilaksanakan

Jumlah laporan pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban yang disusun

Jumlah data dan informasi yang dikumpulkan
Jumlah data Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial yang diklasifikasikan dan diteliti
Jumlah data yang dianalisa

Jumlah hasil kesimpulan dan rekomendasi
yang dipaparkan

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang
ditangani

Jumlah pencatatan transaksi dan
penatausahaan keuangan yang dilakukan

Jumlah dokumen pengajuan permintaan
pembayaran SPP UP yang disusun

Jumlah dokumen pengambilan uang dan
penyimpanan uang persediaan

Jumlah dokumen pembayaran ganti uang
persediaan sesuai pengajuan dari bidang-
bidang

Jumlah dokumen transaksi yang diinput

Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi

Jumlah dokumen pelayanan rehabilitasi
penyandang disabilitas mental dan fisik yang
disusun

Sumber Data

SKP

Laporan Kinerja

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

SPM UP, GU dan LS

Bukti Pengambilan Uang

Kwitansi Panjar

SPP

Laporan Fungsional

Dokumen Pelayanan



Jabatan:

Tugas:

Fungsi:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Tersusunnya rencana kerja program/kegiatan rehabilitasi masalah sosial

Tersusunnya Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tersusunnya SOP Penanganan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Terlaksananya pertemuan lintas sektor penanganan rehabilitasi sosial disabilitas

Terlaksananya rekapitulasi data rujukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik

Terlaksananya pembinaan dan pengarahan pelaksanaan rehabilitasi penyandang

Tersusunnya laporan kegiatan rehabilitasi sosial disabilitas

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental
dan fisik

Tersusunnya telaah pengembangan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental
dan fisik

STAF PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ( JFU )

1. Membantu penyusunan kegiatan Subbag program & pelaporan berdasarkan rencana operasional Subbidang; 2. Membantu pelaksanaan kegiatan & menyusun laporan capaian kinerja kegiatan subbagian; 3. Membantu melaksanakan supervisi, monitoring & evaluasi pelaksanaan program & kegiatan PD; 4. Menyusun

Indikator Kinerja Individu

Jumlah dokumen rencana kerja program/kegiatan rehabilitasi masalah sosial

Jumlah dokumen pra RKA dan pra PAK yang disusun

Jumlah dokumen SOP Penanganan Rehabilitasi Sosial Disabilitas yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pertemuan lintas sektor penanganan rehabilitasi sosial disabilitas yang disusun

Jumlah dokumen rekapitulasi data rujukan yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan rehabilitasi penyandang yang disusun

Jumlah laporan kegiatan rehabilitasi sosial disabilitas yang disusun

Jumlah dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik yang

disusun

Jumlah telaah pengembangan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik yang disusun

Formulasi

Jumlah dokumen rencana kerja
program/kegiatan rehabilitasi masalah sosial

Jumlah dokumen pra RKA dan pra PAK yang
disusun

Jumlah dokumen SOP Penanganan
Rehabilitasi Sosial Disabilitas yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pertemuan lintas
sektor penanganan rehabilitasi sosial
disabilitas yang disusun

Jumlah dokumen rekapitulasi data rujukan
yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan
pengarahan pelaksanaan rehabilitasi
penyandang yang disusun

Jumlah laporan kegiatan rehabilitasi sosial
disabilitas yang disusun

Jumlah dokumen laporan kegiatan monitoring
dan evaluasi program rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas mental dan fisik yang
disusun

Jumlah telaah pengembangan program
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
mental dan fisik yang disusun

Laporan Realisasi anggaran untuk Program & Kegiatan PD tiap bulan; 5. Menyusun Laporan Capaian Kinerja Program & Kegiatan OPD periodik; 6. Membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Terlaksananya penyusunan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan berdasarkan rencana
operasional subbidang

Terlaksananya kegiatan dan penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan subbagian

Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program & kegiatan PD

Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan PD tiap bulan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja program dan kegiatan OPD secara periodik

STAF PENGADMINISTRASI PERKANTORAN ( JFU )

Terlaksananya pembuatan surat rekomendasi bantuan sosial

Terlaksananya pemberian informasi syarat-syarat penerima bantuan sosial

Terlaksananya pengarsipan berkas permohonan bantuan sosial

Terlaksananya pembuatan rekapan data bantuan sosial

Terlaksananya entri data bantuan sosial

Jumlah dokumen rencana kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan yang disusun

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan capaian kinerja kegiatan yang disusun

Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang disusun

Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran yang disusun

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun

Jumlah surat rekomendasi bantuan sosial

Jumlah kegiatan pemberian informasi syarat-syarat penerima bantuan sosial yang dilaksanakan

Jumlah berkas permohonan bantuan sosial yang diarsip

Jumlah dokumen rekapan data bantuan sosial yang disusun

Jumlah data bantuan sosial yang dientri

Jumlah dokumen rencana kegiatan Subbagian
Program dan Pelaporan yang disusun

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan
kegiatan dan laporan capaian kinerja kegiatan

yang disusun

Jumlah dokumen laporan monitoring dan
evaluasi yang disusun

Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran
yang disusun

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang
disusun

Jumlah surat rekomendasi bantuan sosial
Jumlah kegiatan pemberian informasi syarat-
syarat penerima bantuan sosial yang

dilaksanakan

Jumlah berkas permohonan bantuan sosial
yang diarsip

Jumlah dokumen rekapan data bantuan sosial
yang disusun

Jumlah data bantuan sosial yang dientri

Sumber Data

RKA

RKA

SOP

Laporan Kegiatan

Data Rujukan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Rencana Kegiatan / RKA

Laporan Kegiatan, DPA, RKA

Laporan Monev

Laporan Kegiatan Bulanan

LKPJ, LKJIP, LPPD

Daftar Surat Rekomendasi

Buku Tamu Layanan

Rekapitulasi Permohonan Bantuan
Sosial

Dokumen rekapan data bantuan
sosial

Data bantuan sosial



No.

Jabatan:

Jabatan:

Jabatan:

Tugas:

Fungsi:

Rencana Kinerja

STAF PENGADMINISTRASI PERKANTORAN ( JFU )

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan untuk
menunjang pelaksanaan pekerjaan

Terlaksananya analisa kebutuhan pengadaan barang dan jasa

Terlaksananya penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang inventaris yang rusak berat
dan hilang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pembuatan kodefikasi dan penomoran barang inventaris

Terlaksananya pembuatan Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris Barang

Terlaksananya pembuatan laporan aset daerah

Tersusunnya SK Pemakaian Barang Inventaris

Tersusunnya laporan hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis serta laporan
Persediaan Barang Pakai Habis baik secara periodik

Terlaksananya pengelolaan penyimpanan barang inventaris dan barang pakai habis

Terlaksananya pelayanan permintaan barang sesuai dengan nota permintaan barang

STAF PENGOLAH DATA DAN INFORMASI ( JFU )

Terlaksananya pengadministrasian surat masuk dan surat keluar

Terlaksananya pelayanan permintaan barang sesuai dengan nota permintaan barang

Terlaksananya pendokumentasian bukti-bukti fisik keuangan sebagai bahan audit

Terlaksananya pembayaran/pendistribusian uang kegiatan atas tagihan/kuitansi dan permintaan
uang muka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan melaporkan ke KPA

Terlaksananya penerimaan Nota Dinas Pencairan Dana PPTK yang telah ditandatangani oleh PA

Terlaksananya pengambilan uang di bank dan penyimpanan uang persediaan

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA ( Fungsional )

Indikator Kinerja Individu

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Jumlah dokumen kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang disusun

Jumlah laporan penilaian dan penghapusan barang inventaris yang disusun

Jumlah dokumen kodefikasi dan penomoran barang inventaris yang disusun

Jumlah Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris Barang yang disusun

Jumlah laporan aset daerah yang disusun

Jumlah SK Pemakaian Barang Inventaris yang disusun

Jumlah laporan hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis serta laporan Persediaan Barang Pakai Habis baik
secara periodik yang disusun

Jumlah kegiatan pengelolaan penyimpanan barang inventaris dan barang pakai habis yang dilaksanakan

Jumlah pelayanan permintaan barang yang dilaksanakan

Jumlah dokumen pengadministrasian surat masuk dan surat keluar

Jumlah pelayanan permintaan barang yang dilaksanakan

Jumlah bukti-bukti fisik keuangan yang didokumentasikan

Jumlah dokumen pembayaran/pendistribusian uang kegiatan dan permintaan uang muka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
kegiatan

Jumlah dokumen laporan bulanan yang disusun

Jumlah dokumen Nota Dinas Pencairan Dana yang diterima

Jumlah kegiatan pengambilan dan penyimpanan uang yang dilaksanakan

Formulasi

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Jumlah dokumen kebutuhan pengadaan
barang dan jasa yang disusun

Jumlah laporan penilaian dan penghapusan
barang inventaris yang disusun

Jumlah dokumen kodefikasi dan penomoran
barang inventaris yang disusun

Jumlah Kartu Inventaris Barang dan Buku
Inventaris Barang yang disusun

Jumlah laporan aset daerah yang disusun

Jumlah SK Pemakaian Barang Inventaris yang
disusun

Jumlah laporan hasil pengadaan barang
inventaris dan barang pakai habis serta laporan
Persediaan Barang Pakai Habis baik secara
periodik yang disusun

Jumlah kegiatan pengelolaan penyimpanan
barang inventaris dan barang pakai habis yang
dilaksanakan

Jumlah pelayanan permintaan barang yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen pengadministrasian surat
masuk dan surat keluar

Jumlah pelayanan permintaan barang yang
dilaksanakan

Jumlah bukti-bukti fisik keuangan yang
didokumentasikan

Jumlah dokumen pembayaran/pendistribusian
uang kegiatan dan permintaan uang muka
untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
kegiatan

Jumlah dokumen laporan bulanan yang
disusun

Jumlah dokumen Nota Dinas Pencairan Dana
yang diterima

Jumlah kegiatan pengambilan dan
penyimpanan uang yang dilaksanakan

Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut.

Terlaksananya sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu,
keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak yang berpengaruh

Terwujudnya instrumen identifikasi awal dan seleksi

Jumlah laporan kegiatan sosialisasi yang disusun

Jumlah data instrumen identifikasi awal dan seleksi yang ditetapkan

Jumlah laporan kegiatan sosialisasi yang
disusun

Jumlah data instrumen identifikasi awal dan
seleksi yang ditetapkan

Sumber Data

Dokumen Rencana Kerja

Dokumen Daftar Pengadaan Barang

Laporan / Catatan Kondisi Barang

Dokumen Kodefikasi Barang
Inventaris

Kartu Inventaris Barang dan Buku
Inventaris Barang

Laporan Aset Daerah

SK Pemakaian Barang Inventaris

Laporan Hasil Pengadaan dan
Persediaan Barang

Laporan Kegiatan

Buku Permintaan Barang

Dokumen surat masuk dan keluar

Dokumen Nota Dinas

Dokumen Keuangan

Dokumen Keuangan

Dokumen Keuangan

Dokumen Keuangan

Dokumen Keuangan

Laporan Kegiatan

Data Instrumen Identifikasi



Jabatan:

Rencana Kinerja

Terwujudnya identifikasi awal dan seleksi

Terlaksananya motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya temu bahas hasil kegiatan intervensi

Terwujudnya instrumen evaluasi hasil intervensi

Terwujudnya instrumen evaluasi program pelayanan

Terlaksananya kegiatan supervisi praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya

Terlaksananya penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi

Terlaksananya kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program
Terlaksananya temu bahas hasil evaluasi intervensi

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA ( Fungsional )

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan

pengumpulan uang atau barang

Terwujudnya peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten

Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan
kabupaten Gresik

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial kewenangan kabupaten

Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan kabupaten

Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
Nasional kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Terlaksananya pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Terlaksananya penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi

Tersedianya materi sosialisasi

Indikator Kinerja Individu

Jumlah laporan identifikasi awal dan seleksi yang disusun

Jumlah laporan kegiatan motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan yang disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi yang disusun

Jumlah data instrumen evaluasi hasil intervensi

Jumlah data instrumen evaluasi program pelayanan

Jumlah laporan kegiatan supervisi praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya yang disusun

Jumlah laporan penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi yang disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program yang disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas hasil evaluasi intervensi yang disusun

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten Gresik

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan
kabupaten Gresik

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten Gresik

Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
kewenangan kabupaten

Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan kabupaten

Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Jumlah laporan penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi yang disusun

Jumlah materi sosialisasi yang disiapkan

Formulasi

Jumlah laporan identifikasi awal dan seleksi
yang disusun

Jumlah laporan kegiatan motivasi calon
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan yang
disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas hasil
kegiatan intervensi yang disusun

Jumlah data instrumen evaluasi hasil intervensi

Jumlah data instrumen evaluasi program
pelayanan

Jumlah laporan kegiatan supervisi
praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya
yang disusun

Jumlah laporan penjajagan awal dan
koordinasi persiapan sosialisasi yang disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas rencana
intervensi penerima program yang disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas hasil
evaluasi intervensi yang disusun

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi penerbitan izin undian gratis
berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas
pekerja sosial masyarakat kewenangan
kabupaten Gresik

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang
meningkat kapasitasnya kewenangan
kabupaten Gresik

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang
meningkat kapasitasnya kewenangan
kabupaten Gresik

Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan
Sumber Daya Manusia dan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
kewenangan kabupaten

Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta
pemeliharaan sarana dan prasarana Taman

Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya
pada Taman Makam Pahlawan kabupaten

Jumlah laporan hasil pengamanan Taman
Makam Pahlawan Nasional kabupaten

Jumlah laporan penjajagan awal dan
koordinasi persiapan sosialisasi yang disusun

Jumlah materi sosialisasi yang disiapkan

Sumber Data

Laporan Identifikasi

Laporan Kegiatan

Laporan pemberian layanan

Laporan Kegiatan

Data instrumen evaluasi

Data instrumen evaluasi

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan
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Rencana Kinerja

Terlaksananya sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu,

keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak yang berpengaruh

Terwujudnya instrumen identifikasi awal dan seleksi

Terlaksananya kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya pemberian motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Terlaksananya temu bahas dalam penentuan kelayakan (elijibilitas) calon penerima program
penyelenggaran kesejahteraan sosial
Terlaksananya kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber

Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program

Terlaksananya kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam bidang rehabilitasi sosial

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam bidang jaminan sosial

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam bidang pemberdayaan sosial

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam bidang perlindungan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial

Terlaksananya pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam bidang penanganan fakir miskin

Terwujudnya instrumen evaluasi hasil intervensi

Terwujudnya instrumen evaluasi program pelayanan

Terlaksananya sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan model
pelayanan

Indikator Kinerja Individu

Jumlah laporan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran,

masyarakat luas dan pihak yang berpengaruh yang disusun

Jumlah data instrumen identifikasi awal dan seleksi

Jumlah kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

Jumlah laporan pemberian motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan temu bahas yang disusun

Jumlah laporan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program yang disusun

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial
yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan sosial
yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang pemberdayaan
sosial yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang
perlindungan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang penanganan fakir
miskin yang disusun

Jumlah laporan instrumen evaluasi hasil intervensi yang disusun

Jumlah data instrumen evaluasi program pelayanan

Jumlah kegiatan sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan model pelayanan yang dilaksanakan

Formulasi

Jumlah laporan sosialisasi program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran,
masyarakat luas dan pihak yang berpengaruh
yang disusun

Jumlah data instrumen identifikasi awal dan
seleksi

Jumlah kegiatan kunjungan ke rumah (home
visit) atau penjangkauan calon dan penerima
program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dilaksanakan

Jumlah laporan pemberian motivasi calon
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan temu bahas yang disusun

Jumlah laporan kegiatan asesmen masalah,
kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan pemberian
motivasi calon penerima program yang disusun

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara
pekerja sosial dengan penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
disusun

Jumlah laporan kegiatan temu bahas rencana
intervensi penerima program yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi
sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan
sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang
pemberdayaan sosial yang disusun

Jumlah laporan kegiatan pemberian layanan
bagi penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang
perlindungan sosial dalam bidang rehabilitasi
sosial yang disusun

Jumlah laporan pemberian layanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang
penanganan fakir miskin yang disusun

Jumlah laporan instrumen evaluasi hasil
intervensi yang disusun

Jumlah data instrumen evaluasi program
pelayanan

Jumlah kegiatan sosialisasi laporan hasil
evaluasi program pelayanan dan
pengembangan model pelayanan yang
dilaksanakan

Sumber Data

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan
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Jabatan:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Terlaksananya kegiatan profesional pelayanan profesi pekerja sosial di masyarakat

Terlaksananya kegiatan supervisi praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA ( Fungsional )

Tersusunnya gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program
kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial

Terlaksananya asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga
di daerah rawan sosial

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau
alat peraga di daerah rawan sosial

Terlaksananya evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua

Terlaksananya penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah
rawan sosial

Terlaksananya kegiatan bendahara pengeluaran pembantu

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA ( Fungsional )

Tersusunnya rencana kerja kegiatan Pemberdayaan Sosial

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten

Terwujudnya peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial kewenangan kabupaten

Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan

kabupaten

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga

kesejahteraan sosial Kecamatan

Terlaksananya penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi

Indikator Kinerja Individu

Jumlah laporan kegiatan profesional pelayanan profesi pekerja sosial di masyarakat yang disusun

Jumlah laporan kegiatan supervisi praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya yang disusun

Jumlah laporan tentang gambaran umum kondisi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah dokumen/data hasil konsultasi, dialog dan diskusi

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial individu yang disusun

Jumlah laporan evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial

Jumlah data KPM yang akan diusulkan bantuan sosial

Jumlah kegiatan bendahara pengeluaran pembantu

Jumlah dokumen rencana kerja kegiatan pemberdayaan sosial yang disusun

Jumlah laporan analisa dan evaluasi hasil kegiatan Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi

Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaan padaTaman Makam Pahlawan Kabupaten

Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

Jumlah orang mendapat peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten Gresik

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3) yang dilaksanakan

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial kewenangan kabupaten Gresik yang meningkat kapasitasnya

Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilaksanakan

Jumlah laporan analisa dan evaluasi hasil kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan yang
disusun

Jumlah laporan penjajagan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi

Formulasi

Jumlah laporan kegiatan profesional pelayanan
profesi pekerja sosial di masyarakat yang
disusun

Jumlah laporan kegiatan supervisi
praktik/layanan pekerjaan sosial dibawahnya
yang disusun

Jumlah laporan tentang gambaran umum
kondisi, isu-isu, permasalahan dan atau
program kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah dokumen/data hasil konsultasi, dialog
dan diskusi

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
individu yang disusun

Jumlah laporan evaluasi pengembangan
kualitas penyuluhan sosial

Jumlah data KPM yang akan diusulkan
bantuan sosial

Jumlah kegiatan bendahara pengeluaran
pembantu

Jumlah dokumen rencana kerja kegiatan
pemberdayaan sosial yang disusun

Jumlah laporan analisa dan evaluasi hasil
kegiatan Taman Makam Pahlawan yang
difasilitasi

Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaan
padaTaman Makam Pahlawan Kabupaten

Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta
pemeliharaan sarana dan prasarana Taman
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

Jumlah orang mendapat peningkatan
kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat
kewenangan kabupaten Gresik

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3) yang dilaksanakan

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial
kewenangan kabupaten Gresik yang
meningkat kapasitasnya

Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan
potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan yang dilaksanakan

Jumlah laporan analisa dan evaluasi hasil
kegiatan peningkatan kemampuan potensi
tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan yang
disusun

Jumlah laporan penjajagan awal dan
koordinasi persiapan sosialisasi

Sumber Data

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan gambaran umum tentang
kondisi, situasi, isu-isu,
permasalahan dan atau program
kesejahteraan sosial

Dokumen/data hasil konsultasi,
dialog dan diskusi

Laporan kegiatan penyuluhan sosial
individu

Laporan evaluasi pengembangan
kualitas penyuluhan sosial

Data KPM sasaran penyuluhan
sosial

Laporan kegiatan bendahara
pengeluaran pembantu

Dokumen rencana kerja

Laporan analisa dan evaluasi hasil
kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan



Jabatan:

Rencana Kinerja

Tersedianya materi sosialisasi

Terwujudnya instrument identifikasi awal dan seleksi

Terlaksananya kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya pemberian motivasi calon dan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Terlaksananya pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dalam bidang pemberdayaan sosial

Terlaksananya pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dalam bidang perlindungan dan jaminan Sosial

Terlaksananya pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dalam bidang rehabilitasi sosial

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA ( Fungsional )
Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan

kewenangan kabupaten

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten

Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan
kabupaten

Terpenuhinya orang yang membutuhkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran,
surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten

Terpenuhinya orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

kewenangan kabupaten

Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan kabupaten

Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten

Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kewenangan kabupaten

Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten

Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan kabupaten

Indikator Kinerja Individu

Jumlah materi sosialisasi yang disiapkan

Jumlah data instrument identifikasi awal dan seleksi

Jumlah kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Jumlah laporan pemberian motivasi calon dan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang pemberdayaan
sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan
dan jaminan Sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi
sosial

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten

Jumlah anak yatim yang mendapat santunan
Jumlah janda miskin yang mendapat santunan

Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas
anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan

Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten

Formulasi

Jumlah materi sosialisasi yang disiapkan

Jumlah data instrument identifikasi awal dan
seleksi

Jumlah kegiatan kunjungan ke rumah (home
visit) atau penjangkauan calon dan penerima
program penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Jumlah laporan pemberian motivasi calon dan
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang
pemberdayaan sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang
perlindungan dan jaminan Sosial

Jumlah laporan pemberian pelayanan bagi
penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi
sosial

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu
dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan
kewenangan kabupaten

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial kewenangan kabupaten

Jumlah anak yatim yang mendapat santunan
Jumlah janda miskin yang mendapat santunan

Jumlah peserta bimbingan sosial kepada
keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan pengemis dan masyarakat
kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan
pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta
kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
bagi penyandang disabilitas kewenangan
kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan akses ke
layanan pendidikan dan kesehatan dasar
kewenangan kabupaten

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan

Jumlah orang yang mendapatkan layanan data
dan pengaduan kewenangan kabupaten

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kedaruratan kewenangan kabupaten

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial kewenangan kabupaten

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan
kewenangan kabupaten

Sumber Data

Materi sosialisasi

Data instrument identifikasi kasus

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan
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Rencana Kinerja

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajagan awal dan koordinasi persiapan
sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya analisa materi sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran,
masyarakat luas dan pihak berpengaruh

Terlaksananya analisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi
Terlaksananya evaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau

penjangkauan calon dan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran dan dalam pertemuan
sosialisasi di masyarakat

Terlaksananya kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Terlaksananya analisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber

Terlaksananya analisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem
sumber

Terlaksananya analisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima
program

Terlaksananya analisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program

Terlaksananya kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi serta menganalisa dan evaluasi kegiatan
pemberian layanan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang
rehabilitasi sosial

Terlaksananya analisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi

Terlaksananya analisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi

Terlaksananya kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro
dan mezzo

Terlaksananya analisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi
intervensi

Terlaksananya analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi

Terlaksananya analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan rujukan

Indikator Kinerja Individu

Jumlah laporan evaluasi hasil penjajagan awal dan hasil koordinasi sosialisasi penyelenggaraan sosial yang disusun

Jumlah materi sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik individu, kelompok sasaran, masyarakat luas dan

pihak berpengaruh yang dilaksanakan

Jumlah data evaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi

Jumlah laporan evaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi yang disusun

Jumlah laporan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program kesos yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program yang disusun

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara peksos dengan penerima program kesos yang disusun

Jumlah data instrumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber

Jumlah laporan evaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program yang disusun

Jumlah kegiatan pemberian layanan bagi penerima penyelenggaraan kesos dalam bidang rehabilitasi sosial yang dilaksanakan

Jumlah data evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi

Jumlah laporan evaluasi hasil instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi yang disusun

Jumlah laporan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program setting mikro dan mazzo yang disusun

Jumlah laporan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi yang disusun

Jumlah laporan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi yang disusun

Jumlah laporan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan rujukan yang disusun

Formulasi

Jumlah laporan evaluasi hasil penjajagan awal
dan hasil koordinasi sosialisasi
penyelenggaraan sosial yang disusun

Jumlah materi sosialisasi penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah kegiatan sosialisasi program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik
individu, kelompok sasaran, masyarakat luas
dan pihak berpengaruh yang dilaksanakan

Jumlah data evaluasi kegiatan identifikasi awal
dan seleksi

Jumlah laporan evaluasi kegiatan identifikasi
awal dan seleksi yang disusun

Jumlah laporan kunjungan ke rumah (home
visit) atau penjangkauan calon dan penerima
program kesos yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan pemberian
motivasi calon penerima program yang disusun

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara
peksos dengan penerima program kesos yang
disusun

Jumlah data instrumen asesmen masalah,
kebutuhan dan sistem sumber

Jumlah laporan evaluasi kegiatan asesmen
masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang
disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan penyusunan
rencana intervensi yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kegiatan temu bahas
rencana intervensi penerima program yang
disusun

Jumlah kegiatan pemberian layanan bagi
penerima penyelenggaraan kesos dalam
bidang rehabilitasi sosial yang dilaksanakan

Jumlah data evaluasi dokumen hasil kegiatan
temu bahas hasil kegiatan intervensi

Jumlah laporan evaluasi hasil instrumen
instrumen evaluasi hasil intervensi yang
disusun

Jumlah laporan evaluasi pemberian layanan
bagi penerima program setting mikro dan
mazzo yang disusun

Jumlah laporan evaluasi dokumen kegiatan
temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi
yang disusun

Jumlah laporan analisa mezzo terhadap
penerima program dalam kegiatan terminasi
yang disusun

Jumlah laporan analisa mezzo terhadap
penerima program dalam kegiatan rujukan
yang disusun

Sumber Data

Laporan evaluasi

Materi sosialisasi

Laporan Kegiatan

Data evaluasi

Laporan evaluasi

Laporan kunjungan

Laporan evaluasi

Dokumen kontrak

Data instrumen asesmen masalah

Laporan evaluasi kegiatan asesmen
masalah

Laporan evaluasi

Laporan evaluasi kegiatan temu
bahas rencana intervensi penerima
program yang disusun

Laporan Kegiatan

Data evaluasi

Laporan evaluasi

Laporan evaluasi

Laporan evaluasi

Laporan analisa

Laporan analisa
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Jabatan:

Jabatan:

Rencana Kinerja

Terlaksananya analisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut

Terlaksananya analisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam
keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya

Terlaksananya analisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut

Terlaksananya analisa dan evaluasi instrumen evaluasi program pelayanan

Terlaksananya kegiatan evaluasi program pelayanan setting mezzo

Terlaksananya kegiatan pengembangan model program pelayanan setting mezzo

Terlaksananya kegiatan sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan
model pelayanan setting mezzo

Terlaksananya kegiatan profesional pelayanan profesi pekerja sosial di masyarakat

Terlaksananya analisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PERENCANA AHLI MUDA ( Fungsional )

Tersusunnya formulasi sajian untuk analisis

Tersusunnya kaidah pelaksanaan rencana pembangunan

Tersusunnya perencanaan kebijakan strategis jangka pendek

Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral

Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan sektoral

Tersusunnya rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan

Terlaksananya telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan
anggaran dengan mitra legislatif

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Terlaksananya pengembangan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA ( Fungsional )

Tersusunnya gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program
kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial

Indikator Kinerja Individu

Jumlah data evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut

Jumlah laporan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat dan pihak lainnya yang
disusun

Jumlah materi bimbingan dan pembinaan lanjut

Jumlah data evaluasi instrumen program pelayanan

Jumlah data evaluasi program pelayanan setting mezzo

Jumlah laporan kegiatan pengembangan model program pelayanan setting mezzo yang disusun

Jumlah sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembanganmodel pelayanan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan profesional pelayanan profesi pekerja sosial di masyarakat yang dilaksanakan

Jumlah laporan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan formulasi sajian untuk analisis yang disusun

Jumlah dokumen kaidah pelaksanaan rencana pembangunan yang disusun

Jumlah dokumen rencana kebijakan strategis jangka pendek yang disusun

Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan lintas sektoral yang disusun

Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan sektoral yang disusun

Jumlah dokumen rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan yang disusun

Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif yang

disusun

Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang disusun

Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan yang diikuti

Jumlah dokumen gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permaslahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara
faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial

Formulasi

Jumlah data evaluasi instrumen instrumen
bimbingan dan pembinaan lanjut

Jumlah laporan evaluasi hasil kegiatan
bimbingan dan pembinaan lanjut dalam
keluarga, masyarakat dan pihak lainnya yang
disusun

Jumlah materi bimbingan dan pembinaan lanjut

Jumlah data evaluasi instrumen program
pelayanan

Jumlah data evaluasi program pelayanan
setting mezzo

Jumlah laporan kegiatan pengembangan
model program pelayanan setting mezzo yang
disusun

Jumlah sosialisasi laporan hasil evaluasi
program pelayanan dan pengembanganmodel
pelayanan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan profesional pelayanan profesi
pekerja sosial di masyarakat yang
dilaksanakan

Jumlah laporan evaluasi penentuan kelayakan
calon penerima program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang disusun

Jumlah laporan formulasi sajian untuk analisis
yang disusun

Jumlah dokumen kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan yang disusun

Jumlah dokumen rencana kebijakan strategis
jangka pendek yang disusun

Jumlah dokumen rencana program dan
kegiatan lintas sektoral yang disusun

Jumlah dokumen rencana program dan
kegiatan sektoral yang disusun

Jumlah dokumen rancangan rencana anggaran
dan pembiayaan pembangunan yang disusun

Jumlah laporan telaahan lingkup
sektoral/regional terhadap proses dan hasil
pembahasan anggaran dengan mitra legislatif
yang disusun

Jumlah laporan hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
yang disusun

Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi di
bidang perencanaan pembangunan yang diikuti

Jumlah dokumen gambaran umum tentang
kondisi, situasi, isu-isu, permaslahan, dan atau
program kesejahteraan sosial secara faktual
yang akan disuluhkan di daerah non rawan
sosial

Sumber Data

Data evaluasi

Laporan evaluasi

Materi bimbingan

Data evaluasi

Data evaluasi

Laporan kegiatan

Sosialisasi laporan

Kegiatan profesional

Laporan evaluasi

Dokumen rencana kebijakan
strategis jangka pendek

Dokumen rencana program dan
kegiatan sektoral

Dokumen rencana kebijakan
strategis jangka pendek

Dokumen rencana program dan
kegiatan sektoral

Dokumen rencana program dan
kegiatan sektoral

Dokumen rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan

Laporan telaahan lingkup
sektoral/regional

Laporan hasil pengendalian dan
evaluasi

Laporan kegiatan

Profil sosial wilayah, DTKS, dan data
PMKS



Rencana Kinerja

Tersusunnya sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan
sosial

Tersusunnya rencana program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial

Tersusunnya rencana program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan
sosial

Tersusunnya rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat
peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Terlaksananya pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Tersusunnya hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta

Tersusunnya pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Indikator Kinerja Individu

Jumlah data KPM yang akan diusulkan bantuan sosial

Jumlah dokumen/data rencana program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial

Jumlah dokumen rencana program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial

Jumlah dokumen rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non
rawan sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah
non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah
non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah
non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah
non rawan sosial

Jumlah laporan kegiatan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Jumlah laporan hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta

Jumlah dokumen pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Formulasi

Jumlah data KPM yang akan diusulkan
bantuan sosial

Jumlah dokumen/data rencana program
penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah
non rawan sosial

Jumlah dokumen rencana program penyuluhan
sosial individu dan keluarga di daerah non
rawan sosial

Jumlah dokumen rancangan materi
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
langsung secara kelompok dengan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial

Jumlah laporan kegiatan penyuluhan sosial
langsung secara individu tanpa alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial massal dengan
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga
di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga di daerah non
rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial kelompok dengan
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga
di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial kelompok tanpa
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga
di daerah non rawan sosial

Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial langsung secara individu
tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah
non rawan sosial

Jumlah laporan kegiatan pengkajian kebijakan
penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Jumlah laporan hasil pengkajian kebijakan
penyuluhan sosial sebagai peserta

Jumlah dokumen pengembangan program
penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Sumber Data

Laporan hasil dan RKA

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Laporan monev

Laporan monev

Laporan monev

Laporan monev

Laporan monev

Laporan kegiatan

Laporan monev

Rencana kegiatan / RKA



Jabatan:

Rencana Kinerja

Terlaksananya evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA ( Fungsional )

Tersusunnya rancangan kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap
individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh

Tersusunnya instrumen identifikasi awal dan seleksi

Tersusunnya rancangan kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya rancangan kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan
penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Terbentuknya rancangan kegiatan motivasi calon penerima program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran dan dalam pertemuan
sosialisasi di masyarakat

Terlaksananya reviu dan analisa hasil kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan calon
penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya instrumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber
Terlaksananya penyusunan rancangan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem

sumber

Tersusunnya rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta
pelaksanaan penyusunan rencana intervensi penerima program

Terlaksananya kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial

Terlaksannya reviu dan analisa hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi

Tersusunnya instrumen evaluasi hasil intervensi

Indikator Kinerja Individu

Jumlah laporan hasil evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

Jumlah dokumen rancangan kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial

Jumlah materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disusun

Jumlah laporan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok
sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh

Jumlah instrumen identifikasi awal dan seleksi yang disusun

Jumlah rancangan kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
disusun

Jumlah dokumen rancangan kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen rancangan kegiatan motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu,
keluarga, kelompok sasaran dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat

Jumlah dokumen reviu dan analisa hasil kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah instrumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah rancangan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah dokumen rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta penyusunan rencana intervensi
penerima program yang dilaksanakan

Jumlah laporan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang
pemberdayaan sosial

Jumlah dokumen reviu dan analisa hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi

Jumlah instrumen evaluasi hasil intervensi yang disusun

Formulasi

Jumlah laporan hasil evaluasi pengembangan
program penyuluhan sosial dalam tim sebagai
anggota

Jumlah dokumen rancangan kegiatan
penjajakan awal dan koordinasi persiapan
sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial

Jumlah materi sosialisasi Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial yang disusun

Jumlah laporan kegiatan sosialisasi program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran,
masyarakat luas dan pihak berpengaruh

Jumlah instrumen identifikasi awal dan seleksi
yang disusun

Jumlah rancangan kegiatan identifikasi awal
dan seleksi calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
disusun

Jumlah dokumen rancangan kegiatan
kunjungan ke rumah (home visit) atau
penjangkauan calon dan penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen rancangan kegiatan motivasi
calon penerima program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga,
kelompok sasaran dan dalam pertemuan
sosialisasi di masyarakat

Jumlah dokumen reviu dan analisa hasil
kegiatan temu bahas dalam penentuan
kelayakan calon penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen kontrak pelayanan antara
Pekerja Sosial dengan penerima program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah instrumen asesmen masalah,
kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah rancangan kegiatan asesmen masalah,
kebutuhan dan sistem sumber yang disusun

Jumlah dokumen rancangan kegiatan
penyusunan rencana intervensi penerima
program serta penyusunan rencana intervensi
penerima program yang dilaksanakan

Jumlah laporan kegiatan pemberian layanan
bagi penerima program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dalam bidang
pemberdayaan sosial

Jumlah dokumen reviu dan analisa hasil
kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi

Jumlah instrumen evaluasi hasil intervensi
yang disusun

Sumber Data

Laporan monev

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Laporan kegiatan

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Laporan monev

Laporan kegiatan

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Rencana kegiatan / RKA

Laporan kegiatan

Laporan monev

Laporan monev



